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KATA PENGANTAR 

  

Selamat datang, saya ingin mengajak Anda untuk menjelajahi 

dunia yang terus berubah dari governansi digital. Seiring dengan 

kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, administrasi publik 

telah mengalami transformasi yang signifikan. Paradigma lama 

digantikan oleh model baru yang mengoptimalkan efisiensi, 

transparansi, dan keterlibatan masyarakat. 

Buku ini membawa Anda melalui perjalanan dari paradigma 

klasik hingga era pemerintahan digital yang inovatif. Kami akan 

membahas evolusi administrasi publik, menguraikan konsep-

konsep kunci, dan memberikan wawasan mendalam tentang 

bagaimana teknologi telah memengaruhi cara pemerintah 

berinteraksi dengan warga negara, bisnis, dan sesama lembaga 

pemerintah. 

Setiap bab dirancang untuk memberikan pemahaman yang 

komprehensif tentang topik yang relevan, disertai dengan studi 

kasus dan penelitian terkini untuk mendukung konsep-konsep 

yang dijelaskan. Kami berharap buku ini dapat menjadi sumber 

daya berharga bagi para akademisi, praktisi pemerintahan, dan 

siapa pun yang tertarik untuk memahami peran kunci teknologi 

dalam membentuk masa depan administrasi publik. 

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang 

telah berkontribusi dalam pembuatan buku ini, termasuk para ahli, 

peneliti, dan praktisi yang telah berbagi pengetahuan dan 

wawasannya serta penerbit yang sudah mau menerbitkan buku ini. 

Semoga buku ini memberikan pandangan yang jelas dan 

bermanfaat dalam memahami governansi digital dan perannya 

dalam meningkatkan pelayanan publik. 

 

Hormat kami,  

 

Polii Einjelheart Hansiden 
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Pendahuluan  

Pada awalnya, administrasi publik dianggap sebagai suatu 

bidang pengetahuan murni yang berdiri di luar masalah politik. 

Woodrow Wilson, pada tahun 1887, mengemukakan bahwa 

pertanyaan administrasi bukanlah pertanyaan politik; meskipun 

politik menetapkan tugas untuk administrasi, politik tidak boleh 

memanipulasi kantor-kantor administrasi (Wilson, 1887). 

Namun, pada tahun 1926, Leonard White mengajukan 

pandangan yang berbeda, menyatakan bahwa administrasi publik 

efektif hanya jika diintegrasikan antara ilmu pemerintahan dan 

ilmu administrasi . Dikotomi antara kedua bidang ilmu tersebut 

mendorong penelitian lebih lanjut, yang menghasilkan pemahaman 

bahwa administrasi publik memiliki karakteristik universal yang 

dapat diimplementasikan di semua tatanan administrasi, asalkan 

prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya diterapkan. 

Prinsip-prinsip administrasi publik pertama kali 

dikemukakan oleh Willoughby pada tahun 1927, diikuti oleh tokoh-

tokoh seperti Henry Fayol, Mary Parker Follet, Luther Gulick, dan 

Lyndall Urwick yang dikenal dengan prinsip-prinsip POSDCORB. 

Eksistensi administrasi publik pada era ini dijelaskan sebagai studi 

tentang bagaimana berbagai lembaga pemerintahan diorganisir, 

diberi staf, dimotivasi, dan dikelola (Litchfield, 1956). 

Pandangan bahwa administrasi membuat kebijakan dan 

memiliki peran politik secara aktif juga muncul, dengan Dimock, 

Dimock, and Koenig (1960) menyatakan bahwa administrasi terlibat 

PARADIGMA 

KLASIK 
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Pendahuluan  

Paradigma Neo Klasik muncul sebagai respons terhadap 

evolusi dan kompleksitas yang terus berkembang dalam 

lingkungan sosial, ekonomi, dan teknologi pada abad ke-20. 

Paradigma ini mengintegrasikan elemen-elemen dari paradigma 

klasik sambil mengakui kebutuhan untuk penyesuaian dan inovasi 

dalam menghadapi tantangan yang semakin dinamis. Untuk 

memahami sejarah munculnya Paradigma Neo Klasik, kita dapat 

merinci beberapa faktor dan konteks historis yang 

mempengaruhinya: 

� Perkembangan Teori Organisasi Klasik: Paradigma Neo Klasik 

merupakan pengembangan dari paradigma klasik yang 

mencakup kontribusi-kontribusi dari para ahli seperti Frederick 

W. Taylor, Henri Fayol, dan Max Weber. Meskipun paradigma 

klasik memberikan fondasi yang kuat untuk pemahaman 

manajemen, kebutuhan untuk mengakomodasi dinamika 

lingkungan yang semakin kompleks mulai menjadi jelas. 

� Perubahan Lingkungan Eksternal: Pada paruh kedua abad ke-

20, dunia mengalami transformasi signifikan baik dalam hal 

kemajuan teknologi maupun perubahan sosial dan ekonomi. 

Revolusi industri, globalisasi, dan percepatan kemajuan 

teknologi menjadi pendorong utama perubahan dalam cara 

organisasi beroperasi dan beradaptasi. 

� Kritik terhadap Keterbatasan Paradigma Klasik: Keterbatasan 

paradigma klasik mulai menjadi jelas ketika organisasi 

PARADIGMA 

NEO KLASIK 



47 

 

BAB 

3 
 

 

Pendahuluan  

Paradigma Kontemporer menghadirkan dinamika baru 

dalam administrasi publik, berkonfrontasi dengan tantangan 

kompleks, dan mengejar tujuan-tujuan yang lebih ambisius. Dalam 

bab ini, kita akan memasuki era administrasi publik yang 

mengintegrasikan berbagai teori dan pendekatan terkini untuk 

mencapai pelayanan publik yang lebih efektif dan responsif. 

 

Karakteristik Paradigma Kontemporer dalam Administrasi 

Publik 

Paradigma Kontemporer ditandai oleh kecenderungan untuk 

menggabungkan elemen-elemen dari paradigma sebelumnya 

dengan pendekatan yang lebih inklusif dan terbuka terhadap 

inovasi. Fleksibilitas, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat 

menjadi pijakan utama dari pendekatan ini. Administrasi publik 

modern tidak hanya bertumpu pada prinsip-prinsip efisiensi, tetapi 

juga mengakui kebutuhan untuk menjawab kompleksitas dinamika 

sosial dan teknologi. 

 

A. Karakteristik Paradigma Kontemporer dalam Administrasi 

Publik 

Paradigma Kontemporer dalam administrasi publik 

menunjukkan ciri-ciri khas yang menggambarkan arah baru 

dalam pendekatan manajemen dan pelaksanaan kebijakan. 

Beberapa karakteristik utama dari paradigma ini mencakup: 

PARADIGMA 

KONTEMPORER 



57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PART 2: DIGITALISASI ADMINISTRASI 

PUBLIK 
 

 

 
  



58 

 

BAB 

4 
 

 

A. Revolusi Industri 

Sebelum mempelajari Perkembangan (Sejarah) Teknologi 

Digital kita wajib mengetahui Apa itu Revolusi Industri dan 

Perkembangannya. Revolusi Industri adalah istilah yang 

digunakan untuk menggambarkan perubahan besar dalam 

produksi barang dan jasa, yang disebabkan oleh inovasi 

teknologi dalam waktu yang relatif singkat. Berikut adalah 

definisi Revolusi Industri menurut beberapa ahli: 

1. Karl Marx, seorang filsuf dan ekonom asal Jerman, 

mendefinisikan Revolusi Industri sebagai "perubahan dalam 

cara-cara produksi, yang memicu perubahan dalam 

hubungan sosial, ekonomi, dan politik (Heller, 2011). 

2. Arnold Toynbee, sejarawan dan filsuf asal Inggris, 

menjelaskan Revolusi Industri sebagai "perubahan dalam 

metode produksi yang memicu perubahan besar dalam 

organisasi sosial dan politik, serta pengaruhnya pada 

peradaban manusia." 

3. Eric Hobsbawm, sejarawan asal Inggris, menjelaskan 

Revolusi Industri sebagai "perubahan besar dalam produksi 

industri, yang dipicu oleh penemuan mesin-mesin baru, dan 

memicu perubahan besar dalam cara manusia bekerja dan 

hidup." 

  

SEJARAH DAN KONSEP TIK 

DAN PENGARUHNYA 

TERHADAP ILMU 

PENGETAHUAN 
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A. Sejarah Perkembangan 

Sejarah E-Government: E-Government, atau 

pemerintahan elektronik, memiliki akar sejarah yang dapat 

ditelusuri kembali ke perkembangan teknologi informasi pada 

akhir abad ke-20. Awalnya, fokus E-Government adalah pada 

penyediaan layanan publik melalui platform online, seperti 

pembayaran pajak dan pendaftaran kendaraan. Seiring waktu, 

evolusi ini membawa konsep-konsep seperti pemerintahan 

terbuka dan partisipatif. 

Salah satu ahli E-government ialah Dr. Albert Meijer, 

seorang profesor di Utrecht University, telah melakukan 

penelitian mendalam tentang evolusi E-Government dan 

dampaknya pada pemerintahan terbuka. 

Sejarah E-Governance: E-Governance, atau tata kelola 

elektronik, berkembang sebagai tanggapan terhadap 

kompleksitas yang muncul seiring dengan penerapan teknologi 

informasi dalam administrasi publik. Konsep ini lebih terfokus 

pada aspek tata kelola, termasuk interaksi antara pemerintah, 

sektor swasta, dan masyarakat. E-Governance mengeksplorasi 

cara teknologi informasi dapat mengubah cara pengambilan 

keputusan dan kolaborasi di dalam dan di luar lingkungan 

pemerintahan. 

Para ahli E-governance ialah Profesor dan peneliti seperti 

Dr. Adegboyega Ojo, yang terlibat dalam studi mengenai tata 

kelola elektronik dan pengaruhnya pada keterlibatan 

masyarakat. 

PERKEMBANGAN KONSEP 

E-GOVERNMENT DAN E-

GOVERNANCE 
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Administrasi Publik merupakan ilmu pengetahuan dan seni 

dalam mengatur serta mengelola organisasi, sumber daya, serta 

teknologi dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

dalam mencapai tujuan. Seiring dengan perubahan sosial, 

lingkungan, dan teknologi yang terus berkembang, teori 

Administrasi Publik terus mengalami evolusi dan pengembangan. 

Salah satu evolusi terkini dalam ilmu ini adalah governansi digital, 

suatu paradigma baru yang membahas penggunaan teknologi 

informasi dan komunikasi dalam pengambilan keputusan dan 

pelaksanaan kebijakan pemerintah, serta pemanfaatan data dan 

informasi digital untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi 

layanan publik. Era governansi digital menjadi tambahan penting 

dalam perkembangan ilmu Administrasi Publik yang sebelumnya 

telah melalui Era Klasik, Era Neo Klasik, dan Era Kontemporer. 

KONSEP GOVERNANSI 

DIGITAL DAN 

KOMPONENNYA 
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Pada era di mana teknologi semakin meresap ke dalam segala 

aspek kehidupan, termasuk dalam konteks pemerintahan, 

pemahaman mendalam terhadap paradigma dan teori yang 

membentuk landasan governansi digital menjadi semakin krusial. 

Bab ini mengajak pembaca untuk menjelajahi beberapa kerangka 

teoritis utama yang memberikan pandangan holistik terhadap 

transformasi digital dalam administrasi publik. 

Paradigma Teknologi Pemerintahan 

Paradigma Teknologi Pemerintahan menghadirkan 

perspektif yang mendalam terkait dengan penggunaan teknologi 

dalam konteks administrasi publik. Bab ini akan membahas Teori 

Aktor Jaringan (Actor-Network Theory/ANT), yang memberikan 

pemahaman tentang bagaimana jaringan interaksi antara berbagai 

elemen, termasuk manusia dan teknologi, membentuk dinamika 

dalam lingkungan pemerintahan digital. 

Teori Pemerintahan Digital 

Teori Pemerintahan Digital membawa fokus pada perubahan 

esensial dalam cara pemerintah berinteraksi dengan warganya dan 

mengelola sumber daya melalui pemanfaatan teknologi informasi. 

Dalam konteks ini, Teori Sistem Sosial Teknis (Social-Technical 

Systems Theory/STST) menjadi sorotan, membahas kompleksitas 

hubungan antara aspek teknis dan sosial dalam lingkungan 

pemerintahan digital. 

  

PEMERINTAHAN 

ERA DIGITAL 
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Pendahuluan 

Kota Pintar (Smart City). 

Kota Pintar, juga dikenal sebagai Smart City, Kepemimpinan 

Digital, dan Pengambilan Keputusan Manusia vs AI adalah tiga 

aspek integral dalam transformasi digital administrasi publik. Bab 

ini membahas bagaimana visi futuristik mengenai penggunaan 

teknologi dapat mengubah kota-kota menjadi lingkungan yang 

terhubung, kepemimpinan yang efektif dalam era digital, dan 

perbandingan antara kemampuan manusia dan kecerdasan buatan 

dalam pengambilan keputusan. 

Konsep dan Ciri-ciri Kota Pintar (Smart City) 

Kota Pintar bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga 

tentang memahami kebutuhan warganya. Ini melibatkan 

penggunaan data dan teknologi untuk meningkatkan mobilitas, 

efisiensi energi, keamanan, dan keterlibatan masyarakat (Hollands, 

2020). Dengan merinci ciri-ciri khas Kota Pintar, bab ini 

mengeksplorasi bagaimana integrasi teknologi dapat memberikan 

dampak positif bagi kualitas hidup dan layanan publik. 

Teknologi Kunci dalam Membangun Kota Pintar 

Di balik setiap Kota Pintar terdapat teknologi canggih seperti 

Internet of Things (IoT), Big Data, dan kecerdasan buatan (Caragliu 

et al., 2023). Bab ini menyajikan tulang punggung infrastruktur Kota 

Pintar, memaparkan cara teknologi ini memungkinkan integrasi 

dan pengelolaan data secara efisien untuk mencapai tujuan kota 

yang terhubung dan berkelanjutan. 

TRANSFORMASI 

DIGITAL DALAM 

ADMINISTRASI PUBLIK 
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